BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar yang paling potensial
menempati persentase tertinggi di APBN. Persentase realisasi pemasukan pajak
pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Tetapi pada tahun
2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan. Terdapat pada Laporan Biro
Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang dipublikasikan di website DPRRI
(2013) menyatakan tidak tercapainya target pemasukan negara merupakan
dampak-dari menurunnya tarif pajak yang digunakan, pemberian intensif pajak
yang tidak tepat sasaran, rendahnya kesadaran wajib pajak, maraknya praktik
aggressive tax planning yang berdampak menghasilkan adanya penghindaran

pajak (tax avoidance) serta penggelapan pajak (tax evasion).

Guna meningkatkan pembangunan infrastruktur, memajukan ekonomi, serta
mensejahterakan masyarakat. Kemajuan pembayaran pajak sangat berpengaruh
pada pemerintahan yang berakibat memaksimalkan pendapatan negara dari pajak.
Menurut pasal 1 UU No. 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan” yang telah diganti atau diperbarui terakhir kali- menjadi UU No.16
Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi bahwa pajak adalah konstribusi wajib pajak
kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran

masyarakat.



Windaswari dan Lely (2018) mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan
yang dihadapi oleh Dirjen Pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan
karena adanya perlawanan dari wajib pajak, perlawan tersebut dibedakan menjadi
dua meliputi perlawanan pasif dilakukan karena masyarakat enggan untuk
membayar pajak, yang diakibatkan oleh perkembangan intelektual dan moral,
sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, tidak dilaksanakannya sistem
control dengan baik. Perlawan aktif meliputi- semua usaha dan tindakan yang
dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak meliputi tax
avoidance ‘merupakan usaha untuk menurunkan beban. pajak dengan tidak
melanggar Undang-Undang. Tax evasion merupakan usaha menurunkan beban

pajak dengan melanggar Undang-Undang yakni menggelapkan pajak.

Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun
pengeluaran  pembangunan. Berbeda dengan perusahaan yang menganggap
bahwa pajak merupakan beban yang harus didapat dari mengurangi laba bersih
Windaswari dan Lely (2018). Maka dari itu mengakibatkan perusahaan-
perusahaan menjadi agresif terhadap pembayaran pajak yang dinilai diragukan
penggunaanya oleh pemerintah. Serta mencari berbagai cara supaya dapat
meminimalisir beban pajak. Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak melalui
perencanaan pajak dapat menggunakan cara legal (tax avoidance) maupun ilegal

(tax evasion) yang disebut sebagai agresivitas pajak.

Pajak bagi perusahaan merupakan faktor motivasi dalam mempeloleh

berbagai keputusan perusahaan. Tindakan manajerial dirancang untuk



meminimalkan pajak dengan menggunakan aktivitas agresivitas pajak. Menurut
Jessica dan Agus (2014) agresivitas pajak dianggap menjadi hal umum yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas pajak merupakan
aktivitas yang berupa transaksi-transaksi yang bertujuan menurunkan kewajiban
penggunaan pajak. Dalam penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat grey
area yang membatasi tindakan agresivitas. Grey area ini ada karena usaha untuk
meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini dan diluar
semua transaksi pajak yang sesuai hukum maupun tidak. Diantara penghindaran
dan penggelapan pajak tidak terdapat garis yang jelas. Disamping itu, kaitan
antara pembuat keputusan dan transaksi agresivitas berpotensi sebagai penghindar
pajak maupun penggelapan pajak.

Sektor yang kerap kali melakukan tindakan agresivitas pajak adalah sektor
pertambangan. Pada tahun 2009 kasus agresivitas pajak adalah perusahaan
tambang besar yaitu BUMI Resources, Kaltim Coal (KPC) dan Arutmin, telah
terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance) senilai Rp. 2,
176 Triliun. Diantaranya yaitu KPC merupakan penghindar pajak terbesar senilai
Rp. 1,5 Triliun, BUMI Resources yakni senilai Rp. 376 Miliyar serta Arutmin

senilai Rp. 300 Miliyar (Windaswari dan Lely, 2018).

Windaswari dan Lely (2018) berpendapat bahwa perusahaan harus
memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis untuk menyusun
strategi bersaing, salah satu peluang tersebut yaitu melalui koneksi politik.
Perusahaan yang berkoneksi politik mempunyai leverage yang lebih tinggi,

membayar pajak lebih rendah, serta memiliki kekuatan pasar yang kuat. Negara



yang memiliki koneksi politik ditandai dengan tingginya tingkat korupsi
dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki koneksi politik.

Berbeda dengan pengaruh koneksi politik, capital intensity juga dapat
mempengaruhi agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Andhari dan Sukharta
(2017) membuktikan bahwa capital intensity berpengaruh positif pada agresivitas
pajak perusahaan. Perbedaan dalam penyusunan aset menjadi modus tersendiri
yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Rasio
intensitas modal dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk
menghasilkan penjualan.

Demikian juga profitabilitas yang dianggap mempengaruhi agresivitas pajak
sebab apabila laba yang dihasilkan perusahaan semakin tinggi maka akan semakin
tinggi juga beban pajak yang akan dibayarkan. Sebaliknya apabila perusahaan
memiliki tingkat laba yang rendah maka beban pajak akan rendah bahkan ada
yang tidak membayar pajak karena mengalami kerugian. Maka perusahaan akan
memikirkan tindakan yang selanjutnya untuk mengatasi pembayaran pajak
tersebut. Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Wahyu (2015) memiliki hasil
bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
agresivitas pajak.

Begitu pula leverage yang dinilai sebagai pengaruh timbulnya agresivitas
pajak. Dari kebijakan pendanaan yang akan dilakukan perusahaan. Kebijakan
pendanaan tersebut meliputi leverage. Perusahaan dapat menggunakan leverage
untuk mempengaruhi dalam membayar pajak. Leverage yang semakin besar

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan maka akan semakin menambah



bunga yang akan dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu dapat mengurangi
beban pajak perusahaan. Dharma dan Agus (2016) membuktikan bahwa semakin

tingginya utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah.

Demikian juga ukuran perusahaan dapat mempengaruhi agresivitas pajak.
Besar kecilnya ukuran perusahaan juga mempengaruhi perusahaan dalam
membayar pajak. Ardyansah dan Zulaikha (2014) membuktikan hasil perolehan
laba yang diterima perusahaan mempengaruhi aset perusahaan serta tingkat utang
perusahaan terhadap pembayaran pajak. Ardyansah dan Zulaikha (2014)
membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap

agresivitas perusahaan.

Selain itu, karakteristik dewan komisaris dengan proksi komisaris
independen juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak (Elissa dan Dedhy, 2018).
Karakteristik dewan komisaris dapat diukur melaui komisaris independen karena
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran akan pajak
yang diatur dalam peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pasal 21 ayat 2
dijelaskan bahwa komisaris-independen harus dimiliki oleh perusahaan sebagai
komisaris yang independen dan tidak memihak pada siapapun dalam perusahaan,
sehingga semakin banyaknya komisaris independen, diharapkan dapat mendorong
adanya transparansi. Kusumastuti- dkk. (2006) mememukakan bahwa dewan
perusahaan yang di dominasi oleh pihak luar perusahaan akan menghasilkan tata
kelola perusahaan yang lebih kuat karena bersifat lebih independen dalam
mengawasi perilaku manajemen. Apabila proporsi dewan independen lebih tinggi

memiliki peran penting untuk mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Ini



juga diakui oleh penelitian Kartikasari dkk (2017) berpendapat bahwa komisaris
independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan pendapat
Gunawan dan Dedhy (2018) bahwa keberadaan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Begitu pula corporate social responsibility yang dapat mempengaruhi
agresivitas pajak (Nugraha dan Wahyu, 2015). Sebagaimana agresivitas pajak
dapat dianggap sebagai sesuatu kegiatan yang-tidak bertanggung jawab sosial,
perusahaan yang lebih mementingkan = pengungkapan corporate social
responsibility selain berkewajiban membayar pajaknya juga berkontribusi kepada
masyarakat dalam bentuk pelayanan dan fasilitas guna membantu masyarakat
yang membutuhkan. Jadi disimpulkan bahwa perusahaan dengan pengungkapan
CSR yang rendah terindikasi melakukan praktik agresivitas pajak yang lebih besar
daripada perusahaan yang mengungkapkan CSR yang lebih tinggi. Pandangan
masyarakat tentang perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dianggap tidak
bertanggung jawab sosial dan tidak sah. Undang-Undang RI No 40 tahun 2007
pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertulis bahwa
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan”. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perusahaan disebut
corporate social responsibility. CSR menjadi hal yang lazim dalam dunia bisnis.
Cara perusahaan melakukan CSR vyaitu dengan mengungkapkan CSR.
Pengungkapan CSR tersebut dengan mengkomunikasikan efek sosial dan

lingkungan dengan keputusan yang telah dibuat perusahan untuk mengolah



ekonomi perusahaan. Pengungkapan CSR perusahaan yaitu dalam bentuk laporan

tahunan. Ini sependapat dengan Jessica dan Agus (2014).

Hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama
perusahaan untuk memperoleh profit yang maksimum tanpa menghilangkan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Laba yang ditimbulkan akibat CSR
apabila semakin besar maka penghasilan kena pajak akan besar. Ketika
perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak maka akibatnya tidak membayar
pajak. Tindakan ini bertentangan dengan pengungkapan CSR. Perusahaan yang
menjalankan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip CSR maka dapat
menyebabkan gangguan sustainability dan image perusahaan tersebut. Fionasari
dkk (2017) menemukan bahwa bentuk kepedulian perusahaan- terhadap
lingkungan masyarakat sekitar berupa kegiatan tanggung jawab sosial digunakan
untuk membina hubungan baik dengan pemerintah melalui kegiatan membayar
pajak.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tentang agresivitas pajak pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat perbedaan hasil
penelitian. Penelitian yang dilakukan Windaswari dan Lely (2018)
mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative tetapi koneksi politik,
capital intensity, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada
agresivitas pajak. Sedangkan Setyowati dkk (2018) menyatakan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Gunawan dan Dedhy (2018) dan
Abidin dkk (2017) berpendapat bahwa gender, komisaris independen, ukuran

dewan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kartikasari dkk (2017)



mengungkapkan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Fionasari dkk (2017) dan Purba (2017) mengungkapkan CSR tidak berpengaruh
terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Purwanggono dan Abdul (2015)

mengungkapkan CSR memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki hasil yang tidak
konsisten dan perlu diteliti kembali. Penelitian ini merupakan replika dari peneliti
Windaswari dan Lely (2018) dengan menambahkan variabel independen yaitu
karakteristik dewan komisaris dan corporate social responsibility. Karakteristik
dewan komisaris disini menggunakan  proksi komisaris independen yang
merupakan komisaris yang berdiri sendiri tanpa memihak  serta bersifat
transparan. — Sedangkan corporate social responsibility merupakan bukiti

perusahaan melakukan kegiatan sosial dengan berinteraksi bersama masyarakat.

Penelitian sebelumnya menggunakan ruang lingkup penelitian hanya pada
sektor pertambangan. Maka dalam penelitian ini menggunakan objek pada
perusahaan manufaktur. Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya
yaitu tahun periode penelitian sebelumnya yang menggunakan periode tahun

2012-2016. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2013-2017.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage, Ukuran
Perusahaan, Karakteristik Dewan Komisaris dan Corporate Social
Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”.



1.2. Ruang Lingkup

Dilihat dari latar belakang diatas, maka ruang lingkup yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah :

1. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang

sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Data yang digunakan adalah data-data yang telah dipublikasikan secara

resmi oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode penelitian dibatasi pada laporan keuangan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.
4. Informasi mengenai Agresivitas Pajak.
1.3. Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar yang memperoleh presentase
tertinggi di APBN. Apabila pencapaian target pemasukan negara tidak memenuhi
target. Maka perekonomian negara akan memperoleh dampaknya. Biasanya tidak
tercapainya target pemasukan negara merupakan dampak dari tarif pajak yang
digunakan, pemberian intensif pajak yang tidak tepat sasaran, rendah kesadaran
wajib pajak, dan maraknya praktik aggressive tax planning yang berdampak
menghasilkan ‘adanya penghindaran- pajak (tax avoidance) serta penggelapan
pajak (tax evasion). Lain halnya, perusahaan yang menganggap beban pajak
merupakan pengeluaran bagi perusahaan yang harus didapat dari mengurangi laba
bersih. Maka perusahaan akan lebih agresif terhadap pembayaran pajak yang
dinilai diragukan penggunaan oleh pemerintah. Serta mencari berbagai cara untuk

meminimalisir beban pajak yang digunakan. Tindakan merekayasa pendapatan
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kena pajak yang dirancang perusahaan melalui perencanaan pajak dengan

menggunakan cara legal (tax avoidance) maupun illegal (tax avasion).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas

pajak yaitu koneksi politik, capital intensity, profitabilitas, leverage, ukuran

perusahaan, karakteristik dewan komisaris, dan corporate social responsibility.

Maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2013-20177?

Bagaimana pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2013-2017 ?

Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2013-2017 ?

Bagaimana pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan
manufaktur-yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 ?
Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2013-2017 ?
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6. Bagaimana pengaruh karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap
agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013-2017 ?

7. Bagaimana pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas
pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2013-2017 ?
1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah :

1.-Untuk menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas-pajak
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.Untuk menganalisis pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

5. Untuk menganalisis pengaruh-ukuran perusahaan terhadap agresivitas
pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap
agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.
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7. Untuk menganalisis pengaruh coporate social responsibility terhadap
agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

1.5. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak
yang dibutuhkan :

1. Bagi Peneliti
Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan

pedoman bagi peneliti dimasa mendatang yang juga tertarik dalam membahas

masalah pengaruh agresivitas pajak.

2. Bagi Mahasiswa
Diharapkan dapat memberikan referensi untuk menambah ilmu

pengetahuan mengenai agresivitas pajak.

3. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer untuk lebih

memahami pengaruh agresivitas pajak dalam perencanaan pembayaran pajak

yang dapat menimbulkan penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang

merupakan tindakan yang kurang baik.



